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MOTTO 

 
 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan " 

 

(QS Asy-Syarh ayat 5) 

 

 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada 

Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang 

sabar” 

(Q.S Al-Baqarah ayat 153)
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ABSTRAK 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 sebagai 
salah satu wujud demokrasi langsung di Indonesia pada pelaksanaannya ditemukan 
adanya pelanggaran sehingga untuk mengembalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Daerah yang sesuai dengan asas Pemilihan Umum yaitu Luber Jurdil, maka pihak 
yang kalah dalam Pilkada dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan 
KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait Hasil Reapitulasi Perhitungan Suara dan 
Penetapan Calon Terpilih dalam Pilkada Kalsel. Amar putusan Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
tentang Penetapan Rekapilutasi Hasil Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dinyatakan batal dan 
memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan 
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten 
Tapin). Tujuan penulisan skripsi ini berfokus pada bagaimana pertimbangan hukum 
oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus untuk memerintahkan melakukan 
Pemungutan Suara Ulang terhadap KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang mana hal 
tersebut sebenarnya tidak dimohonkan oleh Pemohon (Pasangan calon nomer urut 02) 
dalam permonannya serta bagaimanakah proses penyelenggaraan Pemungutan Suara 
Ulang atas dasar pelaksanaan Pilkada yang menjunjung tinggi pelaksanaannya 
berdasarkan konsep demokrasi, konsep negara hukum dan konsep kedaulatan rakyat. 
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris atau 
yang biasa disebut dengan metode terapan. Penelitian hukum normatif-empiris adalah 
penelitian yang mengkaji hukum positif dan dokumen hukum lainnya secara faktual 
pada peristiwa atau gejala hukum dimasyarakat. Tipe pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian normatif-empiris yang digunakan adalah Judicial Case Study atau 
pendekatan dengan studi kasus hukum yang timbul karena adanya konflik 
permasalahan namun tidak dapat diselesaikan dengan cara damai sehingga 
memerlukan keterlibatan pengadilan melalui putusan pengadilan.  
Kata Kunci : Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi  
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ABSTRACT 
 
The election of the Governor and Deputy Governor of South Kalimantan in 2020 as a 
form of direct democracy in Indonesia where in its implementation there were 
violations so that to restore the implementation of the Regional Head Election in 
accordance with the General Election principle, namely Luber Jurdil, the party who 
lost in the Pilkada can submit an application Cancellation of the South Kalimantan 
Provincial KPU Decision regarding the Results of the Reapitulation of Vote Count 
and Determination of the Elected Candidates in the South Kalimantan Pilkada. The 
decision of the Constitutional Court stated that the South Kalimantan Provincial KPU 
Decision Letter Number concerning the Determination of the Recapitulation of the 
Vote Count Results for the 2020 South Kalimantan Governor and Deputy Governor 
Election was declared void and ordered the South Kalimantan Provincial KPU to 
carry out a re-voting (PSU) at 24 polling stations in the District. Binuang ( Tapin 
District ) . The purpose of writing this thesis focuses on how the legal considerations 
by the judges of the Constitutional Court in deciding to order a re-voting of the South 
Kalimantan Provincial KPU which was not actually requested by the Petitioners 
(Candidate pair number 02) in their petition and how the process of holding the 
Voting was carried out Repeat on the basis of the implementation of the Pilkada that 
upholds its implementation based on the concept of democracy, the concept of the 
rule of law and the concept of people's sovereignty. This research method uses a 
normative-empirical legal approach or commonly referred to as an applied method. 
Normative-empirical legal research is research that examines positive law and other 
legal documents factually on legal events or phenomena in society. The type of 
approach used in the normative-empirical research used is the Judicial Case Study or 
an approach with legal case studies that arise due to conflict problems but cannot be 
resolved in a peaceful manner so that it requires court involvement through court 
decisions. 
Keywords: Voting, Regional Head Election, Democracy 
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